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Abstrak

Pembangunan Nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutanberdasarkan
kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi
serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya
mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan
kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, kesejahteraan, maju dan
kokoh kekuatan moral dan etikanya.

Salah satu tujuan pimpinan untuk organisasinya adalah membuat suasana
yvang nyaman, hangat dan mendukung kerja sama dimana standar yang tinggi
diharapkan dapat diterima. Pimpinan yang baik akan menciptakan suasana dimana
setiap karyawan melibatkan diri sepenuhnya terhadap sasaran perusahaan dan
bekerja keras untuk memberikan sumbangan ke arah itu.

Karena itu pimpinan yang baik akan menghabiskan banyak waktu untuk
membina suasana ini, menjamin bahwa orang-orang tahu betul akan apa yang
diinginkan dari mereka, dan bahwa sumbangan mereka akan diakui. Dan karena
itulah individu dalam organisasi mesti bekerja sama dengan baik.

Peran camat di Kecamatan Moronge dalam meningkatkan kerja para
pegawai dianggap berhasil dan sangat berperan sebagai pemimpin yang menunjukan
kinerja yang baik terhadap pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Moronge.
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PENDAHULUAN

Negara Repubiik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bertitik tolak
dari amanat rakyat yang dituangkan ke dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat.



Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Nasional mengacu pada kepribadian
bangsa dan nilai luhur yang universal, serta bersama-sama dengan pembinaan
pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kemudian dikeluarkan
ketetapan majelis permusyawaran rakyat tentang pokok-pokok reformasi
pembangunan dalam rangka pengelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
sebagai haluan negara merupakan wujud dari suatu kesadaran kolektif akan
pentingnya pembaharuan sistem yang selama ini berlaku.

Hal ini akan semakin jelas kalau melihat ketetapan MPR No. XV/MPR/1998
tentang Penyelenegaraan Otonomi Daerah. Pengaturan Pembagian Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dimana intinya adalah memberikan kekuasan kepada Pemerintah Daerah untuk
mengelola sumber daya nasional yang ada di daerahnya demi kesejahteraan
masyarakat berdasarkan atas kerakyatan yang berkesinambungan dengan diperkuat
dengan pengawasan DPRD dan masyarakat.

Adapun perubahan UU dari UU No. 5 V1974 ke UU No. 22/1999 antara lain:

Pertama, Undang-undang ini lebih berjiwa desentralisasi penuh atau otonomi
luas kepada daerah otonom, paling tidak dilihat dari undang-undang yang bukan lagi
tentang “Pemerintah di Daerah” namun telah menjadi “Pemerintah Daerah”.

Kedua, jika UU No. 5/1974 telah menekankan perlunya otonomi untuk
keserasian dengan pemerintah pusat (artinya untuk menjaga kepentingan pusat), maka
undang-undang yang baru lebih mengacu kepada pengembangan kapasitas sistematik
bagi daerah otonom, sehingga kalau pelu tidak tergantung kepada pemerintah pusat
dalam hal pembangunan masyarakat di daerah otonom tersebut.

Ketiga, jika UU No. 5/1974 lebih meletakkan propinsi atau daerah tingkat I
sebagai wakil pusat di daerah, dan bukan sebagai daerah otonom, sementara daerah
yang benar-benar otonom hanya kabupaten dan kotamadya. maka UU No. 22/1999
menekankan bahwa daerah otonom adalah propinsi dan kabupaten/kota.

Menurut pasal 1 (h) UU No 221/1999. Otonomi Daerah adalah kewenangan

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat



menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sementara daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan nmengurus
kepentingan masyarakat seternpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu menjadi tugas
pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan upaya mempercepat laju
pertumbuhan pembangunan dan sekaligus membuat pemerataan hasil-hasil
pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 11 ayat 2 UU No. 22/1999 diatur bahwa bidang pemerintah yang
wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan
umum, kesehatan dan kebudayaan, pertanian, perhuhungan, industri, dan
perdagangan, penanaman modal, linkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga
kerja. Sedangkan Camat mempunyai wilayah kecamatan, karenanya secara maksimal
bertanggungjawab dalam cakupan bidang kerjanya.

Selanjutnya kedudukan Camat berdasar UU No. 22/1999 adalah :

1. Camat adalah perangkat daerah yang memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang untuk  menyelengaarakan  urusan  pemerintahan  dari
Bupati/Walikota.

2. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Camat bertanggungjawab  kepada
Bupati/Walikota

Selain itu Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggara pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan
Desa/Kelurahan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Leadership

yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kepemimpinan. Kata dasar

kepemimpinan adalah pimpin yang artinya tuntun atau bimbing. Dari kata pimpin



lahir kata pemimpin yaitu orang yang memimpin. Sedangkan kepemimpinan adalah
orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain dan mengarahkan kepada tujuan
yang telah ditetapkan.

Sedangkan George R. Terry memberikan definisi kepemimpinan sebagai
keseluruhan aktivitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-
orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Aktivitas tersebut merupakan
proses yang khas dan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerakkan dan
pengawasan.

Menurut Stoner, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu oroses
pergarahan dan pemberian pengruh pada kekegiatan-kegiatan dari sekelompok
anggota yang saling berhubungan tugasnya.

Tiga implikasi penting dari defanisi tersebut :

Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain bawahan atau pengikut.
Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dan pemimpin para anggota
kelompok yang membantu menentukan status/kedudukan pemimpin dan membuat
proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan
dari seseorang akan menjadi tidak relevan.

Dua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak
seimbang diantara para pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin mempunyai
wewenang mnengarahkan tapi sebaliknya anggota kelompok tidak dapat
mengarahkan kegiatan pemimpin secara lanngsung. Sedangkan secara tidak langsung
mungkin bisa.

Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan
ataupengikut, pemimpin dapat juga menggunakan pengarah. Dengan kata lain para
pemirnpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan tetapi
juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya.

Peran Kepemimpinan Camat Dalam Memotivasi Kerja
Dalam sejarah manusia, bahwa pemimpin hampir selalu menjadi fokus dari

semua gerakan, aktifitas, usaha dan peruhahan menuju pada kemajuan dalam



kelompok atau organisasi. Pemimpin kelompok atau organisasi yang dibinanya, juga
memberikan motivasi kerja, dan menentukan sasaran bersama yang hendak dicapai.
Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan manusia secara bersama-sama selalu
membutuhkan suatu kepemimpinan.

Kepemimpinan atau leadership menurut Stogdill adalah “......proses
mempengaruhi  kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisir, dalam usaha
menentukan tujuan dan mencapainya.

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang
pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam
melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan camat sangat
berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen-komponen
(aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai sebagai
dampak dari peranan kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dalam hal
ini adalah Camat.

Dengan kata lain bahwa kepemimpirran camat dalam mcningkatkan motivasi
kerja merupakan kemampuan camat dalam memandu, membimbing, memberikan
atau membangun motivasi-motivasi kerja aparaturnya, mengemudikan dengan baik,
memberikan superfisi atau pengawasan dengan efisien, serta kemampuannya dalam
menanggapi keadaan yang ada disekitarnya dalam kualitasnva sebagai pemimpin
sehingga akan tercapai tujuan atau sasaran yang telah disepakati.

PEMBAHASAN
Kepemimpinan Camat dan Motivasi Kerja Pegawai

Dalam bagian ini penyusun membuat analisa berdasarkan temuan-temuan yang
terungkap dari daftar pertanyaan. Bagaimana peran kepemimpinan camat Moronge
dalam meningkatkan motivasi kerja para karyawannya merupakan pertanyaan yang
hendak dijawab dalam bab ini.

Arahan camat Moronge dalam persepsi pegawainya. Hampir semua informan

menyatakan berhasil, atau menilai baik kualitas arahan camat sebagai pimpinan



terhadap mereka. Tidak satupun informan menilai kualitas yang kurang baik kualitas
arahan camat.

Ini bisa diartikan bahwa pada prinsipnya camat telah mampu melaksanakan
fungsi arahan dengan maksimal. Sehingga diharapkan hasilnya pada organisasi juga
akan maksimal. Arahan yang baik, baik dari sisi kualitas dan cara penyampaian akan
dapat diterima dan mendapat respon seimbang dart para pegawai.

Arahan merupakan implementasi dari adanya visi  yaitu kemampuan
memandang ke arah depan, hendak kemana organisasi dan orang-orang di dalam
organisaasi dibawa, serta tujuan yang hendak dicapai. Dan ini merupakan salah satu
prinsip utama bagi pimpinan organisasi, swasta dan pemerintahan. Pimpinan_ cukup
memberikan arahan-arahan dan pedoman, bukan sebagai pelaksana.

Agar mampu mengarahkan pimpinan harus memiliki visi yang jelas. Visi yang
baik merupakan hasil dari gabungan kajian dan analisis teoritik. realitas empiris yang
memberikan imajinasi harapan dart cita-cita masa depan yang lebih maju dan lebih
baik, dengan mendasarkan diri pada kondisi rill dan masalal-masalah yang terjadi
pada masa lalu dan masa kini. Dalam kaitan inilah visi yang strategis menyangkut
gambaran organisasi hendaknya tidak menjadi konsumsi idealisme pimpinan, tetapi
harus disosialisasikan kepada anggota sehingga hasilnya diperoleh kesamaan visi
diantara seluruh anggota organisasi. Di sinilah terjadi arahan dari pimpinan.

Dengan visi yang sama, pimpinan mampu menyeimbangkan berhagai tuntutan
yang saling bersaing. Mengingat pada tataran praktis akan terjadi berbagai benturan
dan kepentingan berbeda-beda dari anggota, karena adanya perbedaan diantara
mereka. Termasuk perbedaan latar belakang. Dan di dalarm perhedaan ini pimpinan
tidak boleh memaksakan kehendak.

Karenanya arahan sangat memerlukan kejelasan. Apa yang orgarnisasi
harapkan dari pimpinan dan bagaimana pimpinan akan mencapainya. Karenanya
penggunaan kata-kata yang tepat dan baik di dalam proses komunikasi antar mereka

amat diperlukan. Juga pengungkapan yang hati-hati dengan memakai istilah-istilah



yang tepat. Arahan yang baik adalah arahan yana fokus dan tidak mengandung
pernyataan yang bisa disalah artikan.
Bimbingan Camat pada Pegawai

Pimpinan merupakan seorang guru dan ayah. Dan peran memberi bimbingan
merupakan tugas dan peran yang melekat pada mereka. Pirnpinan membimbing diri
sendiri dan orang arang lain. Bila seorang pimpinan memberikan bimbingan kepada
seseorang maka hanya ada satu tujuan, yaitu menolong dan membimbing orang
tersebut. Pimpinan akan mencoba menelaah masalah dari sudut pandangnya. Dia juga
berusaha mendapatkan pandangan orang lain terhadap masalah.

Setelah mendapatkan gambaran pimpinan akan mendororng dirinya untuk
menganalisa masalah dan menyarankan penyelesaian.

Pimpinan juga sering minta bimbingan. Dia juga harus menghadap
pimpinannya untuk minta pengarahan dan nasehat. Selain itu juga dari para
bawahannya. Pimpinan yang baik sangat paham bahwa banyak hal dimiliki bawahan
termasuk diantaranya adalah kebijaksanaan, pemahamam dan pangalaman yang luas
atas masalah-masalah praktis.

Bimbingan terkait dengan dorongan (encouragement), yang merupakan inti dari
motivasi untuk mendapatkan dorongan, pimpinan selalu mencari hal-hal yang baik
dari apa yang dikerjakanorang. Dia sungguh-surngguh mendorong bawahannya untuk
melakukan apa yang bhaik bagi diri bawahan itu sendiri sekaligus baik bagi
organisasi. Pimpinan akan bersungguh-sungguh mendorong dan ikut serta dengan
mereka, karena dia tahu itulah cara terbaik untuk memberi mereka motivasi.

Peran Camat di dalam fungsi pengawasan

Bagi pimpinan bertindak tegas dengan memberikan teguran bila pegawai yang
malas melakukan pekerjaannya atau yang melakukan hal-hal merugikan kantor jelas
merupakan sikap positif. Ini akan berdampak balik pada organisasi atas peran mereka
yang dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pimpinan sekaligus bertindak sebagai pengawas ia harus menjalankan fungsi

kontrol (controlling), ia har'us mengawasi orang-orang orangnya dalam batas tertentu



dan bertindak tegas atau memberikan teguran-teguran (warning) bila diperlukan.
Perilaku pengawasan atau monitoring ini merupakan sikap dan tindakan pimpinan
guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, melakukan pengecekan tentang
kemajuan dan kualitas pekeriaan. Dan bertindak tegas manakala terjadi pelanggaran
atas perilaku yang telah disepakati bertujuan untuk menjaga kinerja organisasi
secara menyeluruh. Dengan demikian tujuan organisasi dan individu tetap
terjaga arahnya secara benar.

Bertindak tegas juga berarti menjaga integritas. Namun integritas disini tidak
berarti ingin menghancurkan bawahan. Tegas berarti mengetahui kapan harus
berhenti mendengarkan dan kapan harus menuntut. Pimpinan semestinya memiliki
prinsip tertentu dan selalu memegang teguh prinsipnya, dan karyawan tahu tentang
hal ini.

Bertindak tegas tidak berarti menomorsatukan rasa takut bawahan. Dan
pimpinan yang baik sangat peka terhadap rasa takut bawahannya. Namun ia tidak
pernah menggunakan ini sebagai senjata. Pimpinan harus memastikan bawah pegawai
memiliki rasa takut untuk melanggar peraturan organisasi, mengkhianati teman
sejawatnya atau tidak melakukan hal terbaik bagi organisasi.

Kesimpulan

Peran Kepemimpinan Camat dalam peningkatan disiplin kerja pegawai di
Kantor Camat di Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud sudah dianggap baik.
Diambil dari pengambilan data dari informan terutama informan pegawai . Hampir
semua pegawai mengatakan bahwa peran Camat sudah baik dalam mempengaruhi
pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Camat telah memberikan konseling kepada pegawainya yaitu dengan
memberikan arahan, dorongan dan bimbingan bagi pegawainya pada setiap hari, dan
ini yang merupakan salah satu upaya camat dalam meningkatkan disiplin kerja dari
pegawai di Kecamatan Moronge. Dan camat juga telah memerikan petunjuk,
keterangan. Teguran yang berbentuk lisan atau langsung menegur pegawai yang tidak

disiplin didalam menjalankan setiap adanya tugas yang diberikan pegawainya.



Adanya pendidikan dan latihan yang diikuti oleh pegawai yang merupakan
salah satu bentuk untuk mewujudkan atau meningkatkan disiplin kerja, karena
diselenggarakannya pendidikan dan latihan tersebut dapat menambah pengetahuan
dan pengalaman kerja dari aparat. dengan program tersebut aparat juga diberikan
kebebasan berinisiatif namun yang menjurus pada arah yang posiitif dan juga selalu
dimonitor atau tetap dipantau oleh camat.

Saran

Camat Moronge bersabar dan mempertahankan sikap didalam memberikan
arahan dan masukan kepada Pegawai agar berjalan lancar dan mudah dimengerti oleh
pegawai. Dan seharusnya bimbingan dan arahan harus dilakukan selalu dengan rutin.
Dan dibuatkan aturan yang tertulis agar aparat lebih disiplin dalam meningkatkan
pekerjaan dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dan diharkapkan kepada
camat Morongge ketika dalam memberikan teguran baik lisan dan tulisan harus
dengan tegas. Agar tidak pilih kasih harus netral dan adil didalm memberikan
perintah.

Harus diadakan lagi pelatihan dan latihan bagi pegawai yang belum bisa atau
masih kurang terutama dalam bidang administrasi.

Pembinaan diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan menfokuskan pada
masing-masing bidang pegawai atau menurut skill atau kemampuannya. Agar lebih
perdalam lagi disiplin kerjanya.
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